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KEPUTUSAI{ BI'PATI IIALMAIIERA BARAT

TENTANG

PENUI{JUKAN BENDAIIARA PENGELUARA!{
PADA SAft'Atr KER.'A DIISAS PARIfiTISATA

KABT'PATEN HALMAIIERA BARAT
TAIIT'N N{GGARAI{ 2AL7

BI'PATI IIALMATIERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam ralgka tertib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang
perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017;

b. bahwa Saudari IIIrRAIIU, SE yang diusulkan oleh Kepala
Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahbra Barat, selaku
pejabat pengguna anggaran dianggap cakap dan
memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas
kebendaharazrr dalarn rangka pelaksanaan Anggaran pada
Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan
kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wiiayah Daerah Swatantra Tingkat i Maluku menjadi
Undang-undang;

2. Undeng*undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentalg Perubahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 terrtang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor
Perbendaharaan Negara;

1 Tahun 2OA4 tentang
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6. i-.rn<iang-un<iang i'{omor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2AV tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tah"un 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Haimahera Barat Tahun Anggaran 20i6

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Fiaimahera Barat Tahun Anggaran
2017;

l4.Peraturan Bupati Haimahera Barat Nomor 1i Tatrun 2Oi6
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017;

Surat Usulan Kepala Dinas Parirndsata Kabupaten
Halmahera Barat Nomor : 556/ 10filz0l7 tanggal, Januari
2A17, Perihal: Usulan Bendahara Pengeluaran dan Barang.

UEMTITITSIKAIY :

Menu4juk Saudari ![IrRAIllI, SE MP. L978O729 200903 2
091 sebagai Bendatrara Pengeluaran pada Satuan- Kerja
Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran z}ff dengan atasan langsungnya Kepatra Dfulas
Parirrisata Kabupaten Halrnahera Barat.

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku"

Spesilikasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sebagaimana dimaksud Diktrrm Kesatu, tercantum sebagai
berikut:

KETIGA

w
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SPEICIMEI,[
BEUDAILABA PSITGELUARAN

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass. Biti. Pem & Adm. Umum V
Kadis Pariwisata n
Kabag. Hukum & Orgs

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : L-L Mn,tan 2Ol7

I

Telrr.busg,n: Disampaikan kePada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofi{i,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pei-w'akilaii l"{aluku Utara di Tei'nate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halnrahera Barat di Jailolo
5. Kepala Dinas BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kqpala. Pariwisata Katr. Halmahera Batat di Jailolo
7. Yang bersangkutan uatuk dan dilaksarrakan sebagairnana mestirrya

TANDA TANGAN

(


